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BAB II 

TINJAUAN KONSEPTUAL 

 

A. Tinjauan Yuridis  

Tinjauanl yuridis l berasall daril lkata “l tinjauan” ldan “l yuridis”. 

Tinjauanl berasall daril lkata “tinjau” yangl artinyal mempelajaril denganl lcermat. 

Katal tinjaul mendapatl lakhiran l“-an” menjadil tinjauanl yangl artinyal perbuatanl 

lmeninjau. Pengertianl tinjauanl adalahl mempelajaril dengan lcermat, lmemeriksa 

(untuk lmemahami), lpandangan, lpendapat (sesudah lmenyelidiki, lmempelajari, 

dan lsebagainya).17 Tinjauanl dapat diartikanl sebagai kegiatanl pengumpulan 

ldata, lpengolahan, danl analisa lsebagai lsistematis.  

Tinjauanl adalah kegiatanl merangkum sejumlahl data besarl yang masihl 

mentah kemudianl mengelompokan ataul memisahkan komponen-komponenl 

serta bagian-bagianl yang relevanl untuk kemudianl mengkaitkan datal yang 

dihimpunl untuk menjawabl lpermasalahan. Tinjauanl merupakan usahal untuk 

menggambarkanl pola-pola secaral konsisten dalaml data sehinggal hasil 

analisisl dapat dipelajaril dan diterjemahkanl dan memilikil arti.18  

Menurutl kamus lhukum, katal “yuridis” berasall dari lkata “yuridisch” 

yangl berarti menurutl hukum ataul dari segil hukum.19 Yuridisl diartikan 

sebagail menurut hukuml atau yangl ditetapkan olehl undang-undang.  

                                                 
17  Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat 

Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 1470. 
18  Surayin, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung, Yrama Widya, 2005, 

Hal. 10. 
19  Marwan, SM., & lJimmy, lP.,  Kamus  lHukum,  lSurabaya:  Realityl Publisher, l2009, 

hlm. 651. 
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Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah 

oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di 

wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang 

melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridisl merupakan suatul 

kaidahl yang dianggapl hukum ataul dimata hukuml dibenarkan 

lkeberlakuannya, baikl yang berupal peraturan-peraturan, lkebiasaan, etikal 

bahkan morall yang menjadil dasar lpenilaiannya. 

Berdasarkan pengertian tinjauan dan yuridis dapat penulis simpulkan 

bahwal tinjauan yuridisl berarti mempelajaril dengan lcermat, memeriksal (untuk 

lmemahami), suatul pandangan ataul pendapat daril segi lhukum. Pengertian 

tinjauanl yuridis menurutl hukum pidanal adalah dapatl disamakan denganl 

mengkaji hukuml pidana materil yangl artinya kegiatanl pemeriksaan yangl teliti 

terhadapl semua ketentuanl dan peraturanl yang menunjukkanl tentang tindakan-

tindakanl mana yangl dapat ldihukum, Tinjauanl yuridis dapatl diartikan sebagail 

kegiatan pemeriksaanl yang lteliti, pengumpulanl data ataul penyelidikan yangl 

dilakukan secaral sistematis danl objektif terhadapl sesuatu menurutl atau 

berdasarkanl hukum danl lundang-undang. 

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana 

1. Pengertian Tindak Pidana  

Istilahl tindakl pidanal merupakanl terjemahanl ldari “strafbaarl feit”, 

Kitabl Undang-Undang Hukuml Pidana (KUHP) tidakl menjelaskan maksud 

strafbaar lfeit. Strafbaar feitl merupakan istilahl yang berasal dari bahasal 

Belanda dan diterjemahkanl ke dalam bahasa Indonesial dalam berbagai artil 
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yaitu, tindakl pidana, ldelik, perbuatan lpidana, peristiwa lpidana. Biasanyal 

tindak pidanal disinonimkanl denganl delik, yangl berasall daril bahasa Latinl 

yaknil lkata “delictum”. Dalaml Kamusl Besarl Bahasa Indonesial delikl adalahl 

perbuatan yangl dikenakanl hukumanl karena merupakanl pelanggaranl terhadapl 

undang-undangl tindakl pidana.20 

Pengertian tentang tindak pidana dalam KUHPl dikenal denganl istilah 

straftbaarfeitl yang dalaml kepustakaan hukuml pidana seringl mempergunakan 

istilahl delik. Sedangkanl lpembuat undang-undangl merumuskanl suatul lundang-

undang mempergunakanl istilahl peristiwal pidanal ataul perbuatanl pidanal latau 

tindakl lpidana. Tindakl pidanal merupakanl suatul istilahl yangl mengandungl 

suatul pengertianl dasarl dalaml ilmul lhukum. Sebagail istilahl yangl ldibentuk 

denganl kesadaranl dalaml memberikanl ciril tertentul padal peristiwal hukuml 

lpidana. Tindakl pidana memilikil pengertian yangl abstrak daril lperistiwa-

peristiwal yangl kongkritl dalaml lapanganl hukuml lpidana, sehinggal ltindak 

pidanal haruslahl diberikanl artil yangl bersifatl ilmiahl danl ditentukanl denganl 

jelasl untukl dapatl memisahkanl denganl istilahl yangl dipakail lsehari-haril dalaml 

kehidupanl lmasyarakat. 

Tindakl pidanal atau strafbaar feit di dalam prakteknya didefinisikan 

oleh para ahli dengan pengertian yang berbedal-beda sehinggal menjadikan 

perkataan tindakl pidana mempunyail banyak larti. Van Hamell memberikan 

definisi tindakl pidana sebagail kelakuanl manusia yangl dirumuskanl dalaml 

undang-lundang, melawanl hukum, yangl patutl dipidanal dan ldilakukannya 

                                                 
20  lZuleha, Dasar-dasarl Hukum lPidana, lYogyakarta: lDeepublish, l2017, hlm. 38. 
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dengan lkesalahan. Sedangkan Vosl berpendapat tindakl pidana yaitul kelakuanl 

manusial yangl oleh peraturanl perundangl-undangan diberil lpidana, jadil suatul 

kelakuanl manusial padal umumnyal dilarangl danl diancaml olehl lpidana.21 

Hezewinkel-Suriga mendefinisikan tindak pidana sebagai suatul 

perilaku manusial yang padal suatu saatl tertentu telahl ditolak dil dalam suatul 

pergaulan hidupl tertentu dianggapl sebagai perilakul yang dilarang olehl hukum 

pidanal dengan sarana-saranal yang bersifatl memaksa di ldalamnya. 

Selanjutnya menurut lPompe, tindak pidana adalah suatul pelanggaran normal 

atau gangguanl terhadap tertibl hukum yangl dengan sengajal atau tidakl sengaja 

telahl dilakukan olehl seseorang lpelaku, dil mana penjatuhanl lhukuman 

terhadapl pelakul itu adalahll pentingl demil terpeliharanyal tertibl hukuml danl 

terjaminnyal kepentinganl lumum.22 Simon mendefinisikan tindak pidanal 

adalahl kelakuan yangl diancaml lpidana, yang bersifatl melawanl lhukum, yang 

berhubunganl denganl kesalahanl dan dilakukanl olehl orangl yang mampul 

lbertanggung jawab.23 

Moeljatnol berpendapat lbahwa, setelahl memilih “perbuatanl pidana” 

sebagail terjemahan ldari “strafbaarl feit”, beliaul memberikanl perumusanl 

(pembatasanl) sebagail perbuatanl yangl dilarangl danl diancaml denganl lpidana 

terhadapl siapal sajal yangl melanggarl laranganl tersebutl danl perbuatanl litu 

harusl pulal betul-betull dirasakanl masyarakatl sebagail perbuatanl yang takl 

                                                 
21  Rusianto, Agus, Tindak Pidanal Pertanggung Jawabanl Pidana, lJakarta: Kencana, 

l2016, hlm. l3. 
22  Lamintang, P.A.F. & Lamintang, Franciscus Theojunior, Dasar-Dasar Hukum Pidana 

Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 180. 
23  Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm. 69. 



 

 

20

boleh ataul menghambatl akan terciptanyal tata pergaulanl masyarakat yangl 

dicia-citakan olehl masyarakat litu.24 

Korimah Emongl mengatakan bahwal tindak pidanal atau perbuatanl 

pidana ialahl suatul perbuatan manusial yang memenuhil rumusan ldelik, 

melawanl hukum danl pembuat bersalahl melakukan perbuatanl itu. Pendapat 

lainnya diungkapkan Indrianto Senol Adji yangl mengatakan lbahwa, tindak 

pidanal adalah perbuatanl seseorang yangl diancam lpidana, perbuatannya 

bersifatl melawan lhukum, terdapat suatul kesalahan danl bagi pelakunyal dapat 

dil pertanggung jawabkanl atas lperbuatannya.25 

Berdasarkanl beberapa pendapatl di latas, dapatl dipahami secaral 

sederhana bahwal tindak pidanal adalah sebagail setiapl perbuatanl yangl apabilal 

ldilakukan, pelakunyal bisa ldihukum, dapatl dikatakan kelakuanl manusia yangl 

melawan hukuml dan patutl dipidana sesuail yang dirumuskanl dalam lundang-

undang, Seseorangl yang melakukanl tindak pidanal akan mempertanggung 

jawabkanl perbuatan denganl pidana jikal mempunyai lkesalahan, seseorangl 

dianggap mempunyail kesalahan jikal saat melakukanl perbuatan daril segi 

masyarakatl menunjukkan pandanganl normatif mengenail kesalahan yangl 

ldilakukan. Tindakl pidana (delictl) l atau yangl disebut jugal peristiwal pidanal 

ialah suatul perbuatanl ataul rangkaian perbluatanl yangl dapatl dikenakan 

hukumanl lpidana. Suatul peristiwa hukuml dapatl dinyatakanl sebagai peristiwal 

pidanal kalaul memenuhi unsurl-unsurl lpidananya. 

 

                                                 
24  lSofyan, Andil & Azisa, Nurl, Hukum lPidana, Makassar: Pustakal Pena lPress, 2016, 

hlm. 99. 
25  lAli, Mahrus, lDasar-dasarl Hukum lPidana, Jakarta: Sinarl Grafika, 2015, l hlm. 97-98. 
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2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Para ahlil padal umumnyal menyatakanl unsur-unsurl daril peristiwal 

pidanal yangl jugal disebutl tindakl pidanal ataul delikl terdiril atasl unsurl lsubjektif 

danl lobjektif. Menurutl Djamali, peristiwal pidana yangl juga disebutl tindak 

pidanal atau delictl ialah suatul perbuatan ataul rangkaian perbuatanl yang dapatl 

dikenakan hukumanl lpidana. Suatul peristiwa peristiwal hukum dapatl 

dinyatakan sebagail peristiwa pidanal kalau memenuhil unsur-unsur lpidananya., 

terdiril ldari: 

a. Unsurl Objektifl yaitul suatul tindakanl (perbuatan) yangl lbertentangan 

denganl hukuml danl mengindahkanl akibatl yangl olehl hukuml dilarangl 

denganl ancamanl lhukum. Yangl dijadikanl titikl utamal daril lpengertian 

objektifl adalahl ltindakannya. 

b. Unsurl Subjektifl yaitul perbuatanl seseorangl yangl berakibatl ltidak 

dikehendakil olehl lundang-undangl. Sifatl unsur inil mengutamakan adanyal 

pelaku (seorangl atau beberapal orang). Unsurl yang berasall dari dalaml diri 

lpelaku, asasl hukum pidanal menyatakan “tidakl ada hukumanl tanpa 

lkesalahan”. Kesalahanll yang dimaksudll disini adalahll kesalahan yangll 

diakibatkan olehll kesengajaan ldanl lkealpaan.26 

Untuk mengetahui unsur-unsurll tindak llpidana, terlebih dahulu 

diketahui perbedaan dasar antaral unsur bagianl perbuatan danl unsur bagianl 

kesalahan  (pertanggung  jawaban  pidanal).  Unsur  bagianl   perbuatan   seringl 

                                                 
26  Djamali, R. lAbdoel, Pengantalr Hukum Indonesial Edisi lRevisi, lJakarta: lRajawali 

Pers, l2010, hlm. 1. 
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disebut unsurll objektif. Sedangkanl unsur bagianl kesalahan disebutl unsur 

lsubjektif. Unsurll objektif merupakan unsurll yang terdapatll di luarl sil pelakul 

atau unsurll yang berhubunganll dengan keadaanll lahiriah ketikall tindak pidanall 

itu dilakukanll dan beradal diluar batinll si llpelaku, terdiri dari: 

a. Sifat melawan hukum 

b. Kualitasl si lpelaku, misalnyal keadaan sebagail pegawai negeril sipil 

melakukan kejahatanll yang diatur dalam Pasalll 415 KUHPll atau keadaanl 

sebagai pengurusl atau komisarisl dari suatul perseroan terbatasl melakukan 

kejahatanl yang diatur dalam Pasall 398 lKUHP. 

c. lKausalitas, yaknil hubungan antaral suatu tindakanl sebagai penyebabl 

dengan suatul kenyataan sebagail akibat.27 

Unsurl subjektif merupakan unsurl yang terdapatl atau melekatl pada diril 

si lpelaku, ataul yang dihubungkanl dengan diril si pelakul dan termasukl di 

dalamnyal segala sesuatul yang terkandungl di dalaml hatinya, terdiril dari: 

a. Kesengajaanl atau lketidaksengajaan 

b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) 

KUHP 

c. Berbagai maksud seperti terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, 

pemerasan, pemalsuan, dan sebagainya.  

d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, 

yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.  

                                                 
27  lPrasetyo, Teguh, lHukum Pidanal Edisil Revisi, lJakarta: Rajawalil Pers, 2012, hlm.50. 
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e. Perasaanl takut, sepertil yang terdapatl di dalaml rumusan tindakl pidana 

Pasall 380 lKUHP.28 

Terkait unsur-unsurl tindak lpidana, Moeljatno menyimpulkan 

bahwasanya unsur-unsur tindakl pidanal adalah sebagail berikut: 

a. Kelakuanl danl lakibat (lperbuatan). Misalnyal pada Pasall 418 lKUHP, jikal 

syarat seorangl PNS tidakl terpenuhi makal secara otomatisl perbuatan 

pidanal seperti yangl dimaksud pasall tersebut tidakl mungkin lada, jadil 

dapat dikatakanl perbuatan pidanal pada Pasall 418 KUHPl ini adal jika 

pelakunyal adalah lPNS. 

b. Hall ikhwal ataul keadaan yangl menyertai lperbuatan. Misalnya dalam 

Pasall 160 lKUHP, ditentukanl bahwa penghasutanl itu harusl dilakukan 

dimuka lumum, jadil hal inil menentukan keadaanl yang harusl menyertai 

perbuatanl penghasutan tadil adalah denganl dilakukan dimukal umum.29 

c. Keadaanl tambahan yangl memberatkan lpidana. Maksudnyal adalah tanpal 

suatu keadaanl tambahan tertentul seseorang terdakwal telah dianggapl 

melakukan perbuatanl pidana yangl dapat dijatuhil pidana, tetapil dengan 

keadaanl tambahan tadil ancamannya lalul diberatkan. 

d. Unsurl melawan hukuml yang lobjektif. Dalam ini dimaksudkan terhadap 

unsurl melawan hukuml yang menunjukl kepada keadaanl lahir ataul objektif 

yangl menyertai lperbuatan. 

                                                 
28  Ibid., hlm. 51. 
29  Erdianti, Ratri Novita, Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana di 

Indonesia, Malang: UMM, 2019, hlm. 39 
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e. Unsur melawan hukum subyektif, yaitu unsur melawan hukum yang 

terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri.30 

Bukul IIv KUHP (memuatl rumusan-rumusanl perihall tindakl pidanal 

yangl masukl dalaml kelompokl lkejahatan). Sedangkan Bukul III mengaturl 

tentang lpelanggaran. Dimana diketahuil ada 11l unsur tindakl pidana lyaitu:  

a. Unsurl tingkah llaku; 

b. Unsurl melawan lhukum; 

c. Unsurl lkesalahan; 

d. Unsurl lakibat lkonstitutif; 

e. Unsurl keadaanl yangl lmenyertai; 

f. Unsurl syaratl tambahanl untukl dapatnyal dituntutl lpidana; 

g. Unsurl syaratl tambahanl untukl memperberatl lpidana; 

h. Unsurl syaratl tambahanl untukl dapatnyal lpidana; 

i. Unsurl objekl hukuml tindakl lpidana; 

j. Unsurl kualitasl subjekl hukuml tindakl lpidana; 

k. Unsurl syaratl tambahanl untukl memperinganl lpidana.31 

Kesebelasl unsurll ldi llatas, diantaranyal adall dual unsurll yaitul kesalahanll 

melawanl hukuml yangl dimaksudl unsurl lsubyektif, sedangkanl selebih berupal 

berupal unsurl lobyektif. Unsurl lsubyektif ialahl semual unsurl yangl mengenail 

batin ataul melekat padal keadaan batinl orangnya sedangkanl unsur subyektifl 

adalah semual unsur yangl berada dil luar keadaanl batin lmanusia/si pembuat, 

                                                 
30  Ibid., hlm. 40. 
31  lAbidin, H. lA. lZainal, Hukuml Pidana lI, Sinarl Grafika, lJakarta, l2007, lhlm.81-83. 
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yaknil semua unsurl mengenai lperbuatannya, akibatl perbuatan danl keadaan-

keadaanl tertentul yangl melekatl padal sebuahl objekl tindakl lpidana. 

C. Tinjauan tentang Pencucian Uang  

1. Pengertian Pencucian Uang  

Istilahl pencucianl uangl berasall daril bahasal lInggris, yaknil “money 

llaundering”. Moneyl artinyal uangl danll launderingl artinyal lpencucian. 

Sehinggal secara lharfiah, moneyl laundering berartil pencucian uangl atau 

pemutihanl uang hasill kejahatan. Secaral umum, istilahl money llaundering 

tidakl memiliki defenisil yang universall karena baikl negara-negaral majul 

maupunl negara-negaral berkembangl masing-masingl mempunyail defenisil 

tersendiril berdasarkanl sudutl pandangl danl prioritasl yangl lberbeda. lNamun, 

bagil para ahlil hukum Indonesial istilah moneyl laundering disepakatil dengan 

istilahl pencucian luang. Pencucianl uang merupakanl suatu prosesl atau 

perbuatanl yang bertujuanl untuk menyembunyikanl atau menyamarkanl asal-

usull uangl ataul hartal kekayaanl yangl diperolehl daril hasil tindakl pidanal yangl 

kemudianl diubahl menjadil hartal kekayaanl yangl seolah-olahl berasall dari 

kegiatanl yangl lsah.32  

Pasall 1 Undang-Undangl No. 8l Tahun 2010l tentang Pencegahanl dan 

Pemberantasanl Tindak Pidanal Pencucian Uangl menyebutkan lbahwa, 

pencucianl uang adalahl segala perbuatanl yang memenuhil unsur-unsurl pidanal 

sesuai   denganl  ketentuan   dalaml  Undang-Undangl  lini.  Ketentuanl  yang  dil 

                                                 
32  Sutedi, Adrian, Tindak Pidana Pencucian Uang, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, 

hlm. 12. 
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maksudl  adalahl  perbuatanl  berupal  lmenempatkan,  lmentransfer, 

lmengalihkan, lmembelanjakan, lmembayarkan, lmenghibahkan, menitipkan, 

membawal ke luarl negeri, mengubahl bentuk, menukarkanl dengan matal uang 

ataul surat berhargal atau perbuatanl lain atasl harta kekayaanl yang 

diketahuinyal atau patutl diduganya merupakanl hasil tindakl pidana.  

Lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa hasil tindak 

pidana yang dimaksud adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak 

pidana: korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga 

kerja, penyelundupan imigran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di 

bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan 

senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, 

pemalsuan uang, pejudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang 

kehutanan, di bidang lngkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan serta 

tindak pidana lain yang diancam pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, 

yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga 

merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.  

Tindak pidana pencucianl uang (moneyl llaundering) adalah lsuatu 

upayal perbuatanl untukl menyembunyikanl ataul menyamarkanl asall usul 

uang/danal atau hartal kekayaanl hasill tindakl pidanal melaluil berbagail transaksil 

keuanganl agarl uangl ataul hartal kekayaanl tersebutl tampakl seolah-olahl berasall 
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daril kegiatanl     yang   lsah/llegal.33   Tidak    adal   pengertian   yang   seragam   

dan komprehensifl mengenai pencucianl uang ataul money llaundering. Masing-

masingl negara memilkil definisi mengenail pencucian uangl sesuai denganl 

terminologi kejahatanl menurut hukuml negara yangl bersangkutan. Pihakl 

penuntut danl lembaga penyidikanl kejahatan, kalanganl pengusaha danl 

perusahaan, negaranegara yangl telah majul danl lnegara-negaral yangl telahl 

majul danl lnegara-negara daril dunial lketiga, lmasing-masingl lmempunyai 

definisil sendiri berdasarkanl prioritas danl perspektif yangl berbeda. Tetapil 

semua negaral sepakat, bahwal pemberantasan pencucianl uang sangatl penting 

untukl melawan tindakl pidana lterorisme, bisnisl narkoba, penipuanl ataupun 

lkorupsi.34 

2. Unsur-Unsur Pencucian Uang  

Saatl ini yangl menjadi dasarl hukum pencucianl uang ladalah “lUndang-

Undang lNo. 8l Tahunl 2010l tentangl Pencegahanl danl Pemberantasanl lTindak 

Pidanal Pencucianl lUang”, dimanal undang-undang tersebutl menggantikan 

undang-undangl sebelumnya yangl mengatur pencucianl uang lyaitu, Undang-

Undangl No. 15l Tahun 2002l sebagaimana telahl diubah ldengan “Undang-

Undangl No. 25l Tahun l2003. Salahl satu iteml perubahan yangl termuat dalaml 

Undang-Undang lNo. 8 Tahunl 2010 tentang Pencegahanl dan Pemberantasanl 

                                                 
33  Russel Butarbutar, Komplikasi Huku Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat, Bekasi: 

Gramata Publishing, 2016, hlm. 147. 
34  Yustiavandana, Ivan (ldkk), lTindak Pidana lPencucian Uangl di Pasarl Modal, lBogor: 

Ghalial Indonesia. l2010, hlm l10. 
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Tindak Pidanal Pencucian Uangl adalah “redefenisil pencucian luang”. Hall ini 

terlihatl dari unsur-unsurl tindak pidanal pencucian uangl yang lmeliputi:35 

a. Pelaku 

Undang-Undangl No. 8l Tahun 2010l tentang Pencegahanl dan 

Pemberantasanl Tindakl Pidana Pencucianl Uangl digunakan lkata ”setiapl 

orang” dimanal dalam Pasall 1 langka (9) dinyatakanl bahwa “setiapl orang 

adalahl orang perseoranganl atau lkorporasi”. Sementaral pengertian 

korporasil terdapat dalaml Pasal 1l angkal (10) l yangl menyatakanl bahwal 

“korporasil adalah kumpulanl orangl ldan/ataul kekayaanl yangl lterorganisasi 

baikl merupakanl badanl lhukum maupunl bukanl badanl lhukum”.  

Pada lundang-undangl lini, pelakul pencucianl uang-uangl dibedakanl 

antaral pelakul aktifl yaitul orangl yangl secaral langsungl melakukanl prosesl 

transaksil keuanganl danl pelakul pasifl yaitul orangl yangl menerimal hasill 

daril transaksil keuanganl sehinggal setiapl orangl yangl memilikil keterkaitanl 

denganl praktikl pencucianl uangl akanl diganjarl hukumanl sesuail ketentuanl 

yangl lberlaku.36 

b. Transaksil Keuanganl ataul alatl keuanganl untukl menyembunyikanl ataul 

menyamarkanl asall usull hartal kekayaanl seolah-olahl menjadil hartal 

kekayaanl yangl lsah. 

Istilahl transaksil jarangl ataul hampirl tidakl dikenall dalaml sisil 

hukuml  pidanal  tetapil  lebihl  banyakl  dikenall  padal  sisil  hukuml  lperdata, 

                                                 
35  Amrullah, lM. Arief, Tindakl Pidana Moneyl Laundering, lMalang: lBanyumedia 

lPublishing, l2010, hlm. l25. 
36  Ibid., hlm. 25. 
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sehinggal undang-undangl tindakl pidanal pencucianl uang mempunyail ciri 

kekhususanl yaitu dil dalam isinyal mempunyai unsur-unsurl yang 

mengandungl sisi hukuml pidana maupunl perdata. Undang-Undangl No. 8l 

Tahun 2010l tentangl Pencegahan danl Pemberantasanl Tindakl Pidana 

Pencucianl Uangl mendefinisikanl Transaksi sebagail seluruh kegiatanl yangl 

menimbulkanl hak dan/latau kewajibanl atau menyebabkanl timbulnya 

hubunganl hukum antaral dua pihakl atau llebih. Sementaral transaksi 

keuanganl ialah Transaksil untuk melakukanl atau menerimal penempatan, 

lpenyetoran, lpenarikan, lpemindahbukuan, lpentransferan, lpembayaran, 

lhibah, lsumbangan, lpenitipan, dan/latau penukaran atasl sejumlah uangl atau 

tindakanl dan/latau kegiatanl lain yangl berhubungan denganl uang. 

Transaksil keuangan yangl menjadi unsurl pencucian uangl adalah transaksil 

keuangan lmencurigakan. 

Definisil “transaksi keuangan mencurigakan” dalaml Pasal 1 angka 

(5) Undang-Undangl No. 8 Tahunl 2010 tentangl Pencegahan danl 

Pemberantasan Tindakl Pidana Pencucianl Uang ladalah: 

1) Transaksil Keuangan yangl menyimpang daril profil, lkarakteristik, latau 

kebiasaanl pola Transaksil dari Penggunal Jasa yangl bersangkutan; 

2) Transaksil Keuangan olehl Pengguna Jasal yang patutl diduga dilakukanl 

dengan tujuanl untuk menghindaril pelaporan Transaksil yang 

bersangkutanl yang wajibl dilakukan olehl Pihak Pelaporl sesuai denganl 

ketentuan Undang-Undangl ini; 
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3) Transaksil Keuangan yangl dilakukan ataul batal dilakukanl dengan 

menggunakanl Harta Kekayaanl yang didugal berasal daril hasil tindakl 

pidana; latau 

4) Transaksil Keuangan yangl diminta olehl PPATK untukl dilaporkan olehl 

Pihak Pelaporl karena melibatkanl Harta Kekayaanl yang didugal berasal 

daril hasil tindakl pidana.37 

c. Perbuatanl Melawan Hukuml 

Penyebutanl tindakl pidanal pencucianl uangl salahl satunyal lharus 

memenuhil unsurl adanyal perbuatanl melawanl hukuml sebagaimanal 

dimaksudl dalaml Pasall 3l Undang-Undangl No. 8l Tahun 2010l tentang 

Pencegahanl dan Pemberantasanl Tindak Pidanal Pencucian lUang, dimanal 

perbuatan melawanl hukum tersebutl terjadi karenal pelaku melakukanl 

tindakan pengelolaanl atasl hartal kekayaanl yangl patutl didugal merupakanl 

hasill tindakl lpidana.  

Pengertianl hasill tindakl pidanal dinyatakanl dalaml Pasall 2l tentangl 

tindakl pidanal pencucianl uangl yangl dalaml pembuktianl nantinyal hasill 

tindakl pidanal tersebutl merupakanl unsur-unsurll delikl yangl lharus 

ldibuktikan. Pembuktianl apakahl benarl hartal kekayaanll tersebutl 

merupakanl hasill tindakl lpidana denganl membuktikanl adal ataul tidakl 

terjadil tindakl pidanal yangl menghasilkanl hartal kekayaanl ltersebut.38 

 
 

                                                 
37  lIbid., hlm. l26. 
38  lIbid., hlm. l27. 
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3. Tahap-Tahap dan Proses Pencucian Uang  

Secaral umum terdapatl beberapa tahapl dalam melakukanl usaha 

pencucianl uang, lyaitu: 

a. lPlacement. Tahapl ini merupakanl tahap lpertama, yaitul pemilik uangl 

tersebut mendepositokanl uang haraml tersebut kel dalam system keuanganl 

(financial lsystem). Karenal uang itul sudah masukl ke dalaml sistem 

keuanganl perbankan, berartil uang itul juga telahl masuk kel dalam sisteml 

keuangan negaral yang lbersangkutan. Olehl karena uangl yang telahl 

ditempatkan dil suatu bankl itu selanjutnyal dapat lagil dipindahkan kel bank 

llain, baikl di negaral tersebut maupunl di negaral lain, uangl tersebut bukanl 

saja telahl masuk kel dalam sisteml keuangan negaral yang lbersangkutan, 

melainkanl juga telahl masuk kel dalam sisteml keuangan globall atau 

linternasional. lJadi, placemantl adalah upayal menempatkan danal yang 

dihasilkanl dari suatul kegiatan tindakl pidana kel dalam sisteml keuangan.39 

b. lLayering. Adalahl memisahkan hasill tindak pidanal dari lsumbernya, yaitul 

tindak pidananyal melalui beberapal tahap transaksil keuangan untukl 

menyembunyikan ataul menyamarkan asall usul ldana. Dalaml kegiatan inil 

terdapat prosesl pemindahan danal dari beberapal rekening ataul lokasi 

tertentul sebagai hasill placement kel tempat lainl melalui serangkaianl 

transaksi yangl kompleks danl didesain untukl menyamarkan danl 

menghilangkanl jejak sumberl dana ltersebut.40 

                                                 
39  Sutedi, Adrian, Op Cit., hlm. 19. 
40  Ibid., hlm. 20. 
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c. lIntegration. Adalahl upaya menggunakanl harta kekayaanl yang telahl 

tampak lsah, baikl untuk dinikmatil langsung, diinvestasikanl ke dalaml 

berbagai  bentukl  kekayaan  materiill  atau  lkeuangan,  dipergunakanl  

untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, maupunl untuk membiayail 

kembalil kegiatan tindakl pidana. Dalaml melakukan pencucianl uang, 

pelakul tidak terlalul mempertimbangkan hasill yang akanl diperoleh danl 

besarnya biayal yang dikeluarkanl karena tujuanl utamanya adalahl untuk 

menyamarkanl atau menghilangkanl asal usull uang sehinggal hasil akhirnyal 

dapat dinikmatil atau digunakanl secara laman.41 

Sehubunganl dengan prosesl pencucian luang, menurutl Anwar 

lNasution, adal 4 (empat) l faktor yangl dilakukan dalaml proses pencucianl uang. 

lPertama, baikl merahasiakan siapal pemilik sebenarnyal maupun sumberl uang 

hasill kejahatan litu. lKedua, mengubahl bentuknya sehinggal mudah dibawahl ke 

lmana-mana. lKetiga, merahasiakanl proses pecucianl uang itul sehingga 

menyulitkanl pelacakannya olehl petugas lhukum. lKeempat, mudahl diawasi 

olehl pemilik kekayaanl yang lsebenarnya.42 

4. Modus Pencucian Uang  

Menurutl Adrian Sutedil modusl yangl digunakanl olehl pelakul lkejahatan 

pencucianl uangl adal berbagail lmacam, denganl kecerdasanl danl lkemajuan 

teknologil padal umumnyal dilakukanl ldengan:  

a. Melaluil  kerjasama  lmodal.  Modusl  ini  operandil  membawa uangl secara 

                                                 
41  Ibid., hlm. 21. 
42  Ibid., hlm. 23. 
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tunail dari hasill kejahatan tersebutl kel luarl lnegeri, kemudianl ldimasukkan 

kembalil kedalaml negeril denganl caral menginvestasikanl melaluil lproyek-

proyekl penanamanl modall asingl (jointl venturel lproject). Keuntunganl ldari 

proyekl tersebutl sudahll menjadil bersihl karenal tampakl secaral legall danl 

bisal ldi nikmati, bahkanll sudah dikenakanll pajak. 

b. Melaluil Agunan lKredit. Operandil menyelundupkan uangl hasil daril 

kejahatan tersebutl ke luarl negeri terlebihl dahulu denganl menyimpan dil 

bank-bank ltertentu. Daril salah satul bank ltersebut, uangl tersebut ditransferl 

ke bankl Swiss dalaml bentuk ldeposito. Kemudianl operandi melakukanl 

pinjaman kel suatu bankl di Eropal dengan menggunakanl jaminan depositol 

tersebut. Uangl dari pinjamanl tersebut dikembalikan/ditanamkanl kembali 

kel negara asall uang tersebutl didapatkan, karenal sudah menjadil uang 

lbersih. 

c. Transferl ke Luarl Negeri. Uangl tunai yangl dibawa olehl operandi 

ditransferl ke luarl negeri melaluil bankl asing yangl bercabang dil negara 

lasalnya. Kemudianl uang tersebutl dicairkan danl dibawa olehl orang-orang 

tertentul kembali kel negara lasalnya, sehinggal tampak uangl tersebut 

didapatl dari luarl negeri. 

d. Penyamaranl Usaha dil Dalam Negeril. Uang tersebutl digunakan untukl 

mendirikan perusahaanl bisnis samaranl di dalaml negeri.Operandil tidak 

mempermasalahkanl uang tersebutl mengalami keuntunganl atau lkegurian, 

karenal uang tersebutl tampak bahwal perusahaan bisnisnyal menghasilkan 

uangl bersih (cleanl money).  
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e. Penyamaranl dalam lPerjudian. Selainl mendirikan perusahaanl bisnis, 

biasanyal perusahaan lperjudian jadi pilihan operandil untuk menyamarkanl 

kekayaannya denganl membeli nomorl undian yangl telah dipesanl dengan 

hargal tertinggi danl nomor tersebutl keluar sebagail lpemenang, sehinggal 

tampakl bahwal uang/hartal itul berasall daril usahal ltersebut. 

f. Penyamaranl lDokumen. Dalaml modusl lini, secaral fisikl uangl tersebutl 

tidakl kemana-manal melainkanl tetapl ditempatl yaitul didalaml lnegeri. 

Keberadaanll uang tersebutll dilengkapi denganll dokumen-dokumenl bisnisl 

doublel invoicel dalaml bisnisl ekspor-imporl daril perusahaanl yangl 

dipalsukanl ataul direkayasal sehinggal uangl tersebutl seolah-olahl berasall 

daril bisnisl eksporl-impor lltersebut. 

g. Pinjamanl lLuar lNegeri. Uangl hasill kehatatanl inil secaral tunail dibawal kel 

luarl lnegeri. Kemudianl dimasukkanl kembalil kel dalaml negeril dalaml 

bentukl pinjamanl luarl lnegeri, seolahl-olahl uangl tersebutl diperolehl karenal 

pinjamanl (bantuanl lkredit) luarl lnegeri. 

h. Rekayasal Pinjaman Luarl Negeri. Modusl ini uangl tersebut tidakl kemana-

mana melainkanl ada dil dalam lnegeri. Operandi membuatl dokumen 

rekayasa seakan-akan mendapatl bantuan/pinjaman daril luar lnegeri.43  

Tindakl pidana pencucianl uang sudahl menjadi sebuahl kejahatan bisnisl 

yang tidakl hanya terjadil dalam lembagal keuangan, apakahl itu perbankanl 

maupun lembagal keuangan nonl bank dalaml lingkup kecill saja ataupunl 

dimungkinkan dilakukanl oleh peroranganl maupun korporasil melalui lintasl 

                                                 
43  Adrian Sutedi, Op.Cit., hlm. 26-28. 



 

 

35

negara (crossborder) l atau tanpal batas tertentul lagi. Hall ini yangl 

menyebabkan betapal sulitnya bagil negara-negara untukl dilakukan 

pemeberantasanl terhadap hasill kejahatan pencucianl uang inil secara loptimal. 

Secaral umum adal beberapa alasanl mengapa moneyl laundering diperangil dan 

dinyatakanl sebagai tindakl pidana, lyaitu: 

a. Pengaruhl money launderingl pada sisteml keuangan danl ekonomi diyakinil 

berdampak negatifl bagi perekonomianl dunia. Fluktuasil yang tajaml pada 

nilail tukar danl suku bungal merupakan bagianl dari akibatl negatif daril 

pencucian luang. Denganl adanya berbagaill dampak negatif itu ldiyakini, 

bahwal money launderingl dapat mempengaruhil perekonomian ldunia; 

b. Denganl dinyatakan moneyl laundering sebagail tindak pidanall akan lebihl 

memudahkan bagil aparat hukuml untuk menyital hasil tindakl pidana yangl 

kadang kalal sulit untukl disita, misalnyal aset yangl susah dilacakl atau 

sudahl dipindah tangankanl kepada pihakl ketiga. Denganl ini, makal 

pemberantasan tindakl pidana sudahl beralih orientasinyal dari “menindakl 

pelakunya” kel arah lmenyita “hasil tindakl pidana”; 

c. Denganl dinyatakan moneyl laundering sebagail tindak pidanal dan denganl 

adanya sisteml pelaporan transaksil dalam jumlahl tertentu danl transaksi 

yangl mencurigakan, makal hal inil lebih memudahkanl bagi paral penegak 

hukuml untuk menyelidikil kasus pidanal sampai kepadal tokoh-tokoh yangl 

ada dil belakangnya.44 

                                                 
44  Husein, Yunus, Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, Bandung: Books Terrace 

& Library, 2007, hlm. 265. 
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